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Abstrak 

Artikel ini menelusuri bagaimana Laguna Segara Anakan di pesisir selatan Jawa diproduksi 

sebagai ruang kolonial melalui praktik pengetahuan dan kekuasaan sejak akhir abad ke-17 hingga 

pertengahan abad ke-20. Dengan menggunakan sumber arsip kartografi VOC, laporan hidrografi 

kolonial, serta catatan sejarah lisan mengenai asal-usul Kampung Laut, penelitian ini 

menunjukkan bahwa laguna bukan sekadar bentang alam ekologis, melainkan hasil konstruksi 

politik dan ekonomi yang dibentuk oleh eksplorasi, pemetaan, dan kontrol administratif. 

Pemetaan awal oleh Pieter de Gilde (1692) dan Cornelis Coops (1698) menjadikan Segara Anakan 

bagian dari jaringan navigasi dan perdagangan selatan Jawa. Aktivitas eksploitasi mutiara pada 

awal abad ke-18, kebijakan forest enclosure di Priangan pada abad ke-19, dan militerisasi 

Nusakambangan pada awal abad ke-20 secara bertahap mengubah laguna menjadi frontier 

strategis kolonial yang menghubungkan kepentingan ekologi, ekonomi, dan keamanan. Artikel ini 

berkontribusi pada kajian kolonial Indonesia dengan menunjukkan bahwa asal-usul Kampung 

Laut berakar pada proses panjang kolonialisasi ruang perairan yang warisannya masih 

membayang dalam cara negara modern memahami dan mengelola Segara Anakan hingga hari ini. 

Kata Kunci:  Segara Anakan, kartografi, kolonialisme, Nusakambangan, Kampung Laut. 

 

 

 

PENDAHULUAN 

Segara Anakan di pesisir selatan 
Jawa merupakan salah satu kawasan 
laguna tropis paling dinamis di 
Indonesia. Dalam wacana geografis 
kontemporer, ia dikenal sebagai wilayah 
yang terus mengalami penyempitan 
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akibat sedimentasi dan perubahan tata 
guna lahan di hulu Daerah Aliran Sungai 
(DAS) Citanduy. Namun jauh sebelum 
menjadi objek penelitian ekologi 
modern, Segara Anakan telah lebih 
dahulu hadir dalam imajinasi dan praktik 
kolonial sejak akhir abad ke-17 sebagai 
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ruang yang harus dipetakan, 
dieksploitasi, dan dikendalikan. Dalam 
konteks ini, pengetahuan geografis 
kolonial tidak hanya mencatat alam, 
tetapi secara aktif memproduksinya 
sebagai objek kekuasaan. 

Arsip kartografi VOC 
menunjukkan bagaimana pesisir selatan 
Jawa mulai diproduksi sebagai ruang 
kolonial melalui pemetaan. Peta Pieter 
de Gilde dan Hendrick Janse Ross (1692) 
yang menamai Segara Anakan sebagai 
Danau Preanger menandai awal integrasi 
kawasan dalam jaringan navigasi dan 
perdagangan kolonial (Schilder, 1981). 
Proses ini berlanjut pada abad ke-18 
melalui eksploitasi Mutiara dan 
perkebunan serta pemetaan desa-desa 
pesisir seperti Oedjong Allang dan Lepen 
Bondan (Hardoyo, 1982; Schwerdtner 
Máñez, 2010), memperlihatkan 
bagaimana kolonialisme menamai 
sekaligus menguasai ruang. Pada abad 
ke-19, perhatian kolonial beralih ke hulu 
melalui ekspansi perkebunan kopi 
Priangan dan kebijakan forest enclosure 
yang menjadikan hutan sebagai “hutan 
negara” atas nama konservasi (De Haan., 
1931; Galudra & Sirait, 2009; Lukas, 
2017a), menyingkirkan masyarakat lokal 
dan mengubah relasi manusia–alam. 

Sejumlah kajian telah 
menyinggung Segara Anakan dari 
berbagai sudut. seperti Schilder (1981), 
Schwerdtner Mañez (2010) membahas 
eksploitasi Mutiara dan sumberdaya 
perairan, Lukas (2017) mengaitkan 
sedimentasi dengan sejarah kolonial 
Priangan, Zahro (2013) menelusuri 
migrasi Kampung Laut, Sedangkan 
Sanjatmiko (2018) merekam asal-usul 
komunitas pesisir laguna. Stutje dkk. 
(2019) secara penting menempatkan 
Nusakambangan dalam konteks 
kolonialisme akhir Hindia Belanda 
sebagai koloni hukuman yang 
menggabungkan disiplin sosial, produksi 
agraris, dan pengawasan ekologis.  

Namun demikian, kajian-kajian 
tersebut masih cenderung terpisah dan 

belum secara eksplisit menghubungkan 
pemetaan, konservasi, dan pemindahan 
penduduk sebagai satu rangkaian 
produksi pengetahuan kolonial atas 
Segara Anakan. 

Untuk mengisi celah tersebut, 
penelitian ini memadukan pendekatan 
sejarah lingkungan McNeill (2003) dan 
analisis topografi kritis atas kartografi 
kolonial (Craib, 2009; Crampton, 2011). 
ecara teoretis, analisis ini berpijak pada 
konsep production of space (Lefebvre, 
1991) an political forest (Peluso, 1992), 
untuk membaca bagaimana ruang 
kolonial diproduksi melalui representasi, 
eksploitasi ekonomi, dan penguasaan 
ekologis.  

Artikel ini bertujuan menelusuri 
produksi kolonial atas Segara Anakan 
melalui tiga fase utama: pemetaan dan 
eksploitasi pada masa VOC, 
pengendalian lingkungan melalui forest 
enclosure abad ke-19, serta militerisasi 
Nusakambangan yang mendorong 
terbentuknya komunitas Kampung Laut. 
Dengan demikian, Segara Anakan dibaca 
bukan semata sebagai laguna ekologis, 
melainkan sebagai ruang historis tempat 
pengetahuan, kekuasaan, dan ekologi 
saling berkelindan. 
 
METODE PENELITIAN 

Metodologi dalam penelitian ini 
menggunakan tahapan dalam penelitian 
sejarah—heuristik, verifikasi, 
interpretasi, dan historiografi—yang 
diadaptasi dalam kerangka sejarah 
lingkungan. Tahap heuristik dilakukan 
dengan mengumpulkan sumber primer 
berupa arsip kartografi VOC, laporan 
hidrografi abad ke-18 dan ke-19, serta 
dokumen kebijakan kehutanan Hindia 
Belanda. Arsip-arsip ini, seperti Kaart 
van de Zuidkust van Java (Paulusz, 1739) 
dan laporan waterstaat kolonial, dibaca 
sebagai teks kekuasaan, bukan sekadar 
data geospasial. Tahap verifikasi 
dilakukan dengan menilai keaslian dan 
posisi sumber dalam konteks wacana 
kolonial; interpretasi dilakukan melalui 
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analisis relasi antara pemetaan, 
konservasi, dan mobilitas penduduk; 
sedangkan tahap historiografi digunakan 
untuk menulis ulang sejarah Segara 
Anakan sebagai hasil dari kolonialisasi 
ruang. 

Selain arsip tertulis, penelitian 
ini juga menggunakan sumber sejarah 
lisan dari Kampung Laut (Ujungalang, 
Panikel, dan Ujung Gagak) sebagaimana 
dicatat dalam Sanjatmiko (2016) dan 
Ulya & Sanjatmiko (2017). Kesaksian 
lokal ini penting untuk memahami 
pengalaman masyarakat yang menjadi 
subjek dari kebijakan kolonial. Dengan 
memadukan arsip dan narasi lisan, 
penelitian ini menempatkan Segara 
Anakan sebagai ruang yang bukan hanya 
diukur dan diatur oleh kolonial, tetapi 
juga direspon dan dinegosiasikan oleh 
masyarakat pesisir. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

GEOMORFOLOGI DAN 
PEMETAAN AWAL (1690–1700) 

Memahami sejarah kolonial 
Segara Anakan perlu diawali dari sejarah 
geomorfologinya. Laguna ini terbentuk 
sekitar lima ribu tahun lalu ketika spit 
pasir dari barat Cilacap bergerak ke arah 
timur laut dan menutup teluk besar di 
muara Sungai Citanduy, membentuk 
kolam air payau yang kemudian 
berkembang menjadi sistem mangrove 
dan rawa-rawa luas (Bird, 1982; 
Setyawan, 2002; Sujanto & Sumantri, 
1977). Sedimentasi dari sungai-sungai 
besar seperti Citanduy, Cimeneng, dan 
Cibeureum secara bertahap mengubah 
tepian laguna menjadi lahan basah 
produktif. Dalam perspektif sejarah 
lingkungan, dinamika geomorfologi ini 
tidak hanya membentuk lanskap fisik, 
tetapi juga menentukan cara manusia 
menafsirkan dan mengelola wilayah 
pesisir selatan Jawa (Hardoyo, 1982).  

Keterlibatan kolonial dalam 
membayangkan Segara Anakan paling 
awal terekam dalam arsip kartografi 

VOC. Peta Pieter de Gilde dan Hendrick 
Janse Ross tahun 1692 menamai 
kawasan ini sebagai Danau Preanger 
(Schilder, 1981), mencerminkan 
keterbatasan pemahaman hidrologi 
Eropa atas sistem pesisir Jawa. Meski 
keliru secara teknis, penamaan ini 
penting karena menandai awal proses 
kolonial dalam menamai, mengukur, dan 
mengklaim ruang. Dalam kerangka 
critical cartography, Harley (1989) dan 
kajian pasca-Harley tentang critical 
cartography (Craib, 2009; Crampton & 
Krygier, 2005), peta bukan sekadar alat 
representasi, melainkan teknologi 
kekuasaan yang memproduksi 
kenyataan geografis. 

Pada 1698, pemetaan ulang oleh 
Cornelis Coops memperkenalkan istilah 
Sagaranackan, menandai pergeseran 
persepsi dari “danau pedalaman” 
menjadi “segara” dengan fungsi strategis 
(Schilder, 1981). Dalam arsip pelayaran, 
Coops melaporkan laguna mulai 
dipahami sebagai tempat berlindung 
kapal kecil dari ombak Samudra Hindia 
sekaligus pintu masuk menuju jaringan 
sungai di pedalaman Priangan. Sejak saat 
itu, Segara Anakan tidak hanya 
dipetakan, tetapi juga 
dikonseptualisasikan sebagai frontier 
antara laut terbuka dan sistem 
perdagangan darat Jawa bagian barat. 

Menariknya, peta-peta awal VOC 
hampir tidak menyajikan informasi 
tentang sedimentasi, vegetasi mangrove, 
atau dinamika ekologis laguna (lihat De 
Jonge, 1911). Aspek-aspek ini dianggap 
tidak penting dalam logika kolonial 
karena tidak langsung terkait dengan 
navigasi atau komoditas. Selektivitas ini 
menunjukkan bahwa pengetahuan 
kolonial disusun berdasarkan 
kepentingan navigasi dan komoditas, 
bukan kompleksitas ekosistem. Seperti 
ditegaskan (Craib, 2009; Crampton, 
2011), peta kolonial menyederhanakan 
realitas agar dapat ditundukkan secara 
administratif.  
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Dengan demikian, sejak 
pemetaan pertama pada 1692 hingga 
awal abad ke-18, Segara Anakan telah 
diproduksi sebagai “ruang bergambar” 
yang eksistensinya dalam arsip kolonial 
sama pentingnya dengan keberadaannya 
sebagai lanskap fisik. Pemetaan awal ini 
menjadi fondasi bagi kebijakan kolonial 
berikutnya—mulai dari eksploitasi 
sumber daya laut hingga pengendalian 
hutan dan mobilitas penduduk. 

 
EKSPLOITASI MUTIARA DAN 

PEMETAAN DESA PESISIR (1700–
1750) 

Jika pada akhir abad ke-17 
Segara Anakan diproduksi melalui 
pemetaan, maka pada paruh pertama 
abad ke-18 laguna ini mulai diproduksi 
melalui eksploitasi sumber daya dan 
integrasinya ke dalam jaringan 
komoditas kolonial. Arsip VOC mencatat 
bahwa pada 1709 dilakukan pengawasan 
atas pengumpulan sekitar delapan pon 
mutiara biji dari perairan Segara Anakan 
(Schwerdtner Máñez, 2010). Aktivitas ini 
melibatkan penduduk lokal di bawah 
kontrol pejabat Priangan, 
memperlihatkan bagaimana eksploitasi 
laut dikaitkan langsung dengan 
pengawasan administratif pedalaman. 
Dalam kerangka ini, Segara Anakan 
masuk ke dalam regime of extraction 
khas ekonomi kolonial VOC. 

ksploitasi mutiara menandai 
perluasan frontier kolonial ke wilayah 
pesisir. Manez (2010) menyebut proses 
ini sebagai bagian dari “blue frontier of 
colonialism,” yakni ekspansi kolonial ke 
ruang laut yang sebelumnya belum 
terintegrasi dalam sirkulasi komoditas 
global. Namun, eksploitasi ini bersifat 
singkat dan destruktif. Dalam kurun 
kurang dari dua dekade, kualitas tiram 
menurun akibat sedimentasi dan 
rusaknya habitat dasar laguna, 
memperlihatkan paradoks kolonialisme 
ekologis: produksi nilai berjalan seiring 
dengan percepatan degradasi 
lingkungan. 

Pada 1724, Francois Valentijn 
memetakan ulang Segara Anakan 
berdasarkan survei Cornelis Coops 
(1698) dengan memasukkan sembilan 
desa pesisir seperti Oedjong Allang, 
Oedjong Gajack, Lepen Bondan, dan 
Pakalongan (Schilder, 1981). Pencatatan 
toponimi lokal ini menunjukkan bahwa 
kolonial tidak hanya memetakan ruang, 
tetapi juga masyarakat. Dalam kerangka 
critical cartography (Craib, 2009), 
pemetaan desa merupakan proses 
simbolik yang menjadikan penduduk 
dapat diadministrasikan. Dengan 
memasukkan desa ke dalam peta, 
kolonial secara efektif mendaftarkan 
ruang hidup dan penghuninya ke dalam 
logika pemerintahan dan pengawasan. 

Peta Valentijn menegaskan 
fungsi ganda Segara Anakan sebagai 
ruang navigasi sekaligus frontier 
ekonomi. Laguna menjadi penghubung 
antara hasil bumi Priangan dan jaringan 
pelayaran selatan Jawa, sekaligus 
sumber komoditas laut yang mengalir ke 
Batavia. Penyempurnaan peta oleh 
Paulus Paulusz pada 1739, dengan detail 
hidrografi dan kedalaman air yang lebih 
akurat, semakin mempertegas hubungan 
antara pengetahuan kartografis dan 
kemungkinan ekonomi serta militer di 
kawasan ini (Paulusz, 1739; Schilder, 
1981). 

Namun, hingga pertengahan 
abad ke-18, peta-peta kolonial hampir 
tidak mencatat dinamika sedimentasi, 
mangrove, atau perubahan ekologi 
laguna (Lukas, 2014). okus kolonial 
sepenuhnya pada aspek navigasi dan 
komoditas, bukan keberlanjutan 
lingkungan. Dalam konteks ini, Segara 
Anakan diproduksi bukan sebagai 
ekosistem, melainkan sebagai lanskap 
ekonomi. Transformasi dari mapping the 
lagoon menjadi mining the lagoon 
menandai pergeseran penting dalam 
sejarah kolonial Segara Anakan: dari 
ruang yang dibingkai secara geografis 
menjadi ruang yang diaktifkan sebagai 
sumber nilai. 
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Pemetaan desa-desa pesisir 
pada periode ini juga merekam 
konfigurasi awal komunitas yang kelak 
menjadi cikal-bakal Kampung Laut. 
Dengan demikian, peta kolonial tidak 
hanya berfungsi sebagai arsip geografis, 
tetapi juga sebagai arsip sosial yang 
merekam relasi awal antara penduduk, 
laguna, dan kekuasaan kolonial. 

 
FOREST ENCLOSURE DAN 

KONTROL HULU–HILIR (1850–1930) 
Pada paruh kedua abad ke-19, 

perhatian kolonial terhadap Segara 
Anakan beralih dari laut ke daratan. Jika 
sebelumnya laguna dipahami sebagai 
ruang navigasi dan eksploitasi, sejak 
pertengahan abad ke-19 ia mulai 
dipersepsikan sebagai ruang yang 
mengalami krisis ekologis akibat 
kesalahan manusia di hulu. 
Kekhawatiran ini muncul bersamaan 
dengan meningkatnya erosi di wilayah 
Priangan dan Bagelen akibat ekspansi 
perkebunan kopi kolonial. Laporan 
Waterstaat (De Haan., 1931; Oosterling, 
1927) mencatat bahwa sedimentasi dari 
pegunungan menyebabkan 
“penyempitan terus-menerus” di Segara 
Anakan dan mengganggu produktivitas 
perairan. Boomgaard (1999) 
menunjukkan bahwa sejak periode ini 
pemerintah kolonial mulai memandang 
degradasi hutan sebagai ancaman 
terhadap tata-air dan stabilitas ekonomi 
perkebunan. Melalui wacana konservasi, 
kerusakan lingkungan dibingkai sebagai 
kesalahan moral penduduk, bukan 
sebagai dampak langsung dari 
eksploitasi kolonial.  

Konstruksi moral tersebut 
diperkuat oleh kebijakan agraria pasca-
Perang Jawa melalui Cultivation System 
(1830–1870), yang memaksa desa-desa 
di Priangan dan Bagelen menanam kopi 
dan tebu di lereng-lereng curam. Breman 
(2015) menekankan bahwa mobilisasi 
tenaga kerja berlangsung secara koersif 
melalui kerja paksa dan kewajiban desa. 

Di saat yang sama, penduduk juga 
diwajibkan menjalankan kerja corvée 
untuk pengawasan hutan dan produksi 
kayu (De Haan., 1931; Meindersma, 
1923) (lihat juga Galudra & Sirait, 2009). 
Hutan ditetapkan sebagai aset negara 
yang harus dijaga demi mencegah erosi, 
tetapi penjagaan itu dijalankan melalui 
eksploitasi tenaga rakyat. 

 
Peta 3. Peta topografi skala 1:625.000 dibuat 

H.W Meindersma menyoroti aliran sungai 
dan perubahan hidrologi serta adanya 

pendangkalan laguna. Diambil dari 
Meindersma (1923). 

 
Melalui Undang-Undang 

Kehutanan Jawa dan Madura 1865 serta 
ordonansi berikutnya, negara kolonial 
membentuk Dienst van het Boschwezen 
dan mengklasifikasikan hutan sebagai 
“hutan negara” (Peluso, 1992). Kebijakan 
ini memicu proses enclosure yang 
menyingkirkan masyarakat dari akses 
atas hutan yang sebelumnya dikelola 
secara komunal. Peluso (1992) 
menyebut ini sebagai political forest 
yakni perubahan ruang ekologis menjadi 
instrumen kekuasaan administratif. 

Pengawasan ekologis kemudian 
meluas ke pesisir. Catatan dan peta yang 
dibuat Meindersma (1923), kajian De 
Haan. (1931) dan juga Coster (1938) 
tentang Tjilatjapsche Vloedbosschen 
menunjukkan bagaimana mangrove 
Segara Anakan mulai diperlakukan 
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sebagai infrastruktur penting bagi 
pelabuhan kolonial. Degradasi mangrove 
akibat aktivitas rakyat dianggap sebagai 
penyebab utama pendangkalan laguna, 
sehingga kawasan rawa pesisir 
dimasukkan dalam sistem pengawasan 
kehutanan. Catatan Lukas (2017) 
menunjukkan Pada 1924, pemerintah 
kolonial membeli lahan di Bringkeng, 
Mentasan, untuk dijadikan hutan lindung 
DAS Citanduy yang memperluas logika 
forest enclosure hingga ke wilayah 
laguna. 

Secara sosial, kebijakan ini 
menciptakan tekanan berlapis. Di hulu, 
petani kehilangan akses atas hutan dan 
tanah; di hilir, sedimentasi dijadikan 
alasan untuk memperketat intervensi 
negara. Tekanan ini memicu migrasi 
ekologis dari pegunungan ke wilayah 
rawa di sekitar Segara Anakan (Zahro, 
2013), yang terekam dalam munculnya 
permukiman Panikel, Ujungalang, dan 
Ujung Gagak (Sanjatmiko, 2016). Dengan 
demikian, forest enclosure tidak hanya 
membentuk ulang lanskap lingkungan, 
tetapi juga mendistribusikan ulang 
manusia di sepanjang relasi hulu–hilir. 

 
ENCLAVE NUSAKAMBANGAN 

DAN MUNCULNYA KAMPUNG LAUT 
(1880–1950) 

Transformasi Nusakambangan 
menjadi koloni hukuman sejak akhir 
abad ke-19 menandai babak baru dalam 
sejarah Segara Anakan: pergeseran dari 
eksploitasi ekonomi menuju rezim 
pengawasan ekologis. Jika di Priangan 
forest enclosure bekerja melalui 
konservasi hutan, maka di pesisir selatan 
ia beroperasi melalui penutupan pulau 
dan perairan. Sejak 1880-an, 
Nusakambangan tidak lagi sekadar 
benteng pertahanan, tetapi menjadi 
kekuasaan yang mengintegrasikan 
disiplin atas manusia dan pengendalian 
atas alam. 

Penetapan Nusakambangan 
sebagai koloni hukuman mencapai 
bentuk institusionalnya melalui 

pendirian Kolonie van Strafen tahun 
1905. Seperti ditunjukkan Stutje dkk. 
(2019), pulau ini menjadi laboratorium 
kolonial untuk menggabungkan 
hukuman, produksi agraris, dan 
konservasi.  

Logika ini diperkuat melalui 
Besluit Gouverneur-Generaal 4 Juni 1937 
yang dimuat dalam Staatsblad van 
Nederlandsch-Indië No. 369, yang 
menetapkan sebagian besar 
Nusakambangan sebagai 
natuurmonument (Natuurmonumenten 
op het eiland Noesa Kambangan, 1937). 
Secara de facto, pulau ini menjadi 
verboden gebied: aktivitas sipil dan 
perdagangan bebas dilarang. Hutan, 
rawa, dan pantai beralih fungsi menjadi 
konservasi pengawasan ekologis. 
Penjagaan lingkungan dipadukan dengan 
“menjaga ketertiban,” menjadikan 
Nusakambangan sebagai bentuk 
enclosure baru yang menutup ruang 
hidup demi keamanan dan moralitas 
kolonial  

Kebijakan ini menggusur 
masyarakat yang sebelumnya tinggal di 
pesisir pulau. Tradisi lisan Kampung 
Laut mencatat figur-figur awal seperti Ki 
Jaga Playa, Ki Jaga Rasmi, dan Ki Jaga Laut 
sebagai penjaga pantai dan petani kelapa 
Nusakambangan. Ketika akses sipil 
ditutup, keturunan mereka menyingkir 
ke rawa-rawa muara Kalimalang dan 
Cimeneng, lalu berpindah lagi akibat 
banjir, malaria, dan tanah yang tidak 
stabil. Dari perpindahan inilah muncul 
kampung-kampung baru seperti 
Ujungalang, Panikel, dan Ujung Gagak 
(Sanjatmiko, 2016, 2018).  

Migrasi ini merupakan ekspresi 
material dari enclosure politic: 
penyingkiran penduduk dari ruang 
produktif demi membentuk ruang 
pengawasan. Kampung Laut lahir di 
wilayah ambang—antara darat dan air, 
antara legalitas dan pelanggaran—
sebagai ruang hidup bagi mereka yang 
terusir dari daratan negara. Ia bukan 
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desa pesisir “alami,” melainkan hasil 
sosial dari kolonialisasi ruang. 

Penggunaan tenaga tahanan 
untuk menebang mangrove dan 
menggali kanal justru memperparah 
sedimentasi dan kerusakan ekosistem 
pesisir (Stutje, 2022). Namun kolonial 
menafsirkan degradasi ini sebagai 
“kegagalan moral” penduduk pribumi, 
bukan sebagai akibat kebijakan 
pengelolaan yang eksploitatif. Narasi ini 
memperluas legitimasi pengawasan: 
setiap kerusakan ekologis dibaca sebagai 
pembenaran bagi perluasan kontrol 
negara. 

Media kolonial bahkan 
membingkai Nusakambangan sebagai 
“tropical Siberia,” ruang pembuangan 
bagi tubuh-tubuh yang dianggap liar 
(Stutje dkk., 2019). Stigma ini meluber ke 
Segara Anakan, yang dicitrakan sebagai 
perairan berbahaya—ruang para 
pelarian dan kriminal. Dengan demikian, 
pemisahan fisik pulau memproduksi 
pemisahan simbolik atas laguna dan 
masyarakat pesisirnya. 

Pendudukan Jepang (1942) 
menghancurkan sebagian infrastruktur 
penjara, tetapi rezim pengawasan 
ekologis tetap bertahan (Zuhdi, 2002). 
Setelah kemerdekaan, kampung 
Ujungalang, Panikel, dan Ujung Gagak 
disatukan dalam wilayah administratif 
Kecamatan Kawunganten dan dikenal 
sebagai Kampung Laut. Dengan 
demikian, militerisasi Nusakambangan 
dan munculnya Kampung Laut 
merupakan satu rangkaian politik 
enclosure kolonial: dari eksploitasi 
ekonomi menuju pengawasan ekologis, 
dari hutan dan pulau menuju perairan 
dan kehidupan pesisir. 

 
DISKUSI: PRODUKSI 

KOLONIAL ATAS LAGUNA 
Sejarah Segara Anakan 

memperlihatkan bahwa kekuasaan 
kolonial bekerja tidak hanya melalui 
kekerasan, tetapi juga melalui 

pengetahuan yang mengatur cara ruang 
dilihat dan dikelola. Sejak peta Pieter de 
Gilde (1692) dan survei hidrografi 
Paulusz (1739), Segara Anakan 
dimasukkan ke dalam regime of visibility 
kolonial: dunia air yang cair 
diterjemahkan ke dalam bahasa 
koordinat dan batas administratif. Dalam 
kerangka critical cartography (Craib, 
2009; Crampton & Krygier, 2005; Harley, 
1989), peta bukan sekadar representasi, 
melainkan teknologi kekuasaan yang 
memproduksi realitas geografis sesuai 
dengan logika kolonial. Laguna pun 
direduksi menjadi objek teknis yang 
dapat diukur, diawasi, dan diintervensi. 

Kartografi kolonial ini berjalan 
seiring dengan perluasan enclosure di 
hulu dan hilir. Melalui Boschwezen, 
kolonial membentuk apa yang oleh 
Peluso (1992) disebut sebagai political 
forest—hutan yang dipetakan dan diatur 
demi fungsi politik dan ekonomi. Di hilir, 
prinsip serupa diterapkan melalui 
political seascape: Nusakambangan 
dijadikan penjara ekologis yang diklaim 
atas nama keamanan dan konservasi. 
Peta, laporan hidrologi, dan peraturan 
kehutanan kemudian membentuk satu 
rasionalitas baru tentang keteraturan 
alam, di mana pendangkalan laguna 
dibaca sebagai akibat kelalaian 
masyarakat, sementara negara tampil 
sebagai pelindung. Disinilah penjelasan 
Lefebvre (1991) ruang selalu merupakan 
hasil produksi sosial dan politik yang 
mencerminkan relasi kuasa tertentu. 

Pada awal abad ke-20, 
transformasi Nusakambangan 
memperlihatkan pergeseran dari 
eksploitasi menuju pengawasan 
ekologis. Dalam sistem Kolonie van 
Strafen, kerja paksa digunakan untuk 
menebang hutan, menanam karet, dan 
menggali kanal sebagai proyek disiplin 
moral sekaligus konservasi (Stutje, 
2022). Tubuh manusia dijadikan 
instrumen penataan lingkungan—
sebuah praktik disciplinary power 
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sebagaimana dikemukakan Foucault 
(1979). Di sisi lain, masyarakat yang 
terusir dari pulau membangun ruang 
tandingan di seberang laguna. Kampung 
Laut lahir sebagai hasil sosial dari 
enclosure politic: ruang hidup bagi 
mereka yang dikeluarkan dari daratan 
negara, namun belum sepenuhnya milik 
laut. 

Warisan epistemik kolonial itu 
tidak berhenti pada masa penjajahan. 
Negara pascakolonial mewarisi cara 
pandang yang sama dengan laguna 
diperlakukan sebagai masalah teknis, 
bukan sebagai lanskap historis. Meski 
demikian, praktik hidup masyarakat 
Kampung Laut menunjukkan bahwa 
ruang tidak pernah sepenuhnya tunduk 
pada peta dan proyek; ia tetap hidup, 
bergerak, dan selalu membuka 
kemungkinan untuk dibaca ulang dari 
sudut pandang selain kekuasaan. 
 
SIMPULAN 

Sejarah Segara Anakan 
menunjukkan bahwa kekuasaan kolonial 
membentuk ruang tidak hanya melalui 
tenaga dan modal, tetapi melalui 
produksi pengetahuan tentang alam. 
Pemetaan, klasifikasi, dan pengawasan 
ekologis—melalui peta VOC, forest 
enclosure di Priangan, dan konservasi 
Nusakambangan—membangun satu 
lanskap pengawasan yang menata 
sekaligus alam dan manusia. Segara 
Anakan, dengan demikian, menjadi 
contoh konkret bagaimana pengetahuan 
dan kekuasaan berkelindan dalam 
produksi ruang kolonial. 

Temuan penelitian ini 
menegaskan bahwa Kampung Laut 
merupakan konsekuensi sosial dari 
kolonialisasi ruang tersebut. Komunitas 
ini lahir dari pengusiran dan adaptasi, 
dari peminggiran akibat enclosure hingga 
penutupan akses pesisir. Di ruang 
ambang antara darat dan air, masyarakat 
Kampung Laut membangun kehidupan 
amfibi yang merekam daya tahan 
terhadap kekuasaan dan perubahan 

ekologis. Segara Anakan karenanya 
bukan sekadar bentang alam, tetapi arsip 
sosial-ekologis dari pertemuan antara 
kekuasaan kolonial dan kehidupan lokal. 

Secara teoretis, penelitian ini 
memperkaya kajian sejarah lingkungan 
kolonial dengan menunjukkan bahwa 
produksi ruang di Jawa berlangsung 
melalui integrasi eksploitasi ekonomi 
dan pengawasan ekologis. Penelitian 
lanjutan dapat menelusuri bagaimana 
warisan epistemik kolonial ini terus 
memengaruhi cara negara modern 
memahami relasi antara manusia, air, 
dan ruang. 
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